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ABSTRAK

Penyitaan  adalah  suatu tindakan  hukum Pengadilan  umuk  menjamin
dilaksanakanva putusan perdata atas barang bergerak ataupun barang tidak berperak
untuk diawast atau ditahan agar tuntutan penggueat aiay kewenangan penggupat tidak
menjadi haompa/illusorr jika 1a menang dalam perkara tersebut. Denvan diletakkan sits
terhadap objek perkara vang felah ditetapkan penpadilan maka sitersita akan
nehilangan hak untuk memindahtanpankan mengalihkan/ menghibahkan seria
menjual barang tersebut kepada pihak ketipa vang dapat merugikan pemohon sita,

Martale beslag adalah sita vang diletakkan stac harla bersama (harla
perkawinan) suami isten baik harta terschut berada diiangan suami maupun harla
tersebut berada ditangan isteri, apabila terjadi sengketa purceralan, vang dapat
digjukan sebelum/sesudah diiatuhkan putusan. Jladi martalz beslag tidak boleh
dilakukan secara parhale {sebahagian-sehahagian) tetapi meliputi seluruh hartg vang
ada ditangan para pihak. Maritale beslap berlakuy apabila dalam perkawinan tidak ada
dibual perjanpian perkawinan vitng memisabkan hart,

Pujuan mantals beslag adalah untuk menjamin agar harta perkawinarn tetap
uteh dan terpelihaia sampai perkara emperoleh putusan vang berkekuatan hukum
tetap. Maritale beslag dilaksanakan apabila ada sangkaan hakim techadap penspuga:
Maupun lergugat yvang mempunyai itikad tidak baik terhadap harta bersama tersebu
vang mengancam keutuban harta bersama yang mereka miliki

Adapun metede penelitian vang penulis gunakan adalah metode pendekatan
yundis sosiologis dengar teknik pengumpulan data primer dun data sekunder
diperoieh mielalui wawancara dengan FHakim Pengadilan Agama Batusangkar dan
melaiui studi dokumen melalui bahan hukum pritner, bahan hukuin sekunder dan
bahan hukum tertier. Metode pengolahan data dilakukan denpan penpumpuian data
kermudian disusun dan diolah dengan langkah editing yang tidak mengginakan
analisis angka-angka (kualitatin

Hasil penelitian vang penulis menunjukkan bahwa, hanva sediiit nerkara pada
Pengadilan Apama Batusangkar vane diserta dengan permobonan siia, Walaupun
maritale beslag ini udak banvak dimanfaatkan dalam peradilan agama (etapi sita ini
merupakan hal psnting dalam upaya menjamin piliak yvang berperkara, Agar maritalc
beslag ini dapat dilaksanakan dengan buik maka diperlukun hetelitian hakim dalam
memeriksa suvatu perkara sehingga putusan vang diambil merupakan keputusan yang
tepat dan benar,



BAB I

PENDAHULUAN
A LATAR BELAKANG MASAL VI

Penzgakkan atau pelaksanaan hukum bukan saja tnggung jawab orang-orang
tertentu saja sepertl satjana hukum. pejabal atau penepak hukum laimnva tetapi
merupakan tangguny jawab sclurui lapisan masvarakat.  Sebab hukum bukankad
semeta-mata sekedar sehagal pedoman umuk dikaca, dilihat wan diketahui sdja.
melamkan umuk dilaksanakan atau ditaat sehingga terciptanya keadilan dalam hidup
permasvarakat

Pelaksanaan hukum khusasnva,  hokum perdata materil vang  dilangear
sehimgpa ada prhak vang  dimgikan  dan lerjadilab - gangguan  kescimbanpan
hepentngan di dalam masvarakal, maka untuk mempertahankan hukum perdata
maternl dalam hal ada tuntutan hal. diperlukan rangkaian peratuean hukuns lain
disamping hukum perdata materil ite sendin. Peraturan hukum intlah vang disebut
dengan hukum formil ataw hukum acara perdata.

Menurat Profl DR Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata adalah
peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranva menjamim ditaatinyg hukum
perdata materil dengan peramaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum aeaa
perdata adalah peraturan hukum vang menenukan bagaimana caranya menjamin
*elaksanaan hukum perdata maiciil, Lebih konkril tagr dapat dikatakan, bahwa
Pukum ucara perdala mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan twinturan hak,
memeriksa serta memutusnva dan pelaksangan dari pdtusan -

Sudikno Mertokusima, 1593, Hutam dociva Perdata Indonesia, Yomyvakarta, Fibert, hal. 2,
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Dar uratan diatas dapat diarik kesunpulan babwa twjuan dari hukum acara
perdata  terhadap hukem  perdatn materil adalah uniu mencgakkan  dan
mempenahankan  hukum perdata matenl. jika hokum perdaty matersl  tersebiu
dilanguar

Penyitaan merupakan uadakan persiapan untuk menjamin driak=anakennvy
putusan  perdata vang  merupakan  bagisn  vang sangat penting gan sering
trennmbulkan masalals Secars amam dalem hukam acara perdata dikena adanya sita
minan sebagar upava untuk menjamin tuntutan sescorang vang terlibat dalam suatu
sengxeta

Begitu juga dengan sengketa perceraian terdapat paga sita atas harta
perkawinan vang dikeral dengan stilab Maritale Reslag. Marinle Beslag merupakan
salah satu bentuk Conservatoir Beslag (sita jaminan) vang bersiat khusus, Meskipun
maritale beslag ini tidak banyak dimanfaaikan dalom peradilan tetapi masatah i
perlu mendapat perhation khusay bagy penegah Bukum sebhesa sarana untuk
menjamin hak para pihak dalam besseneketa,

Maritale Beslag ini hanya dapat diterapkan terhadap hara perkawinan, vakni
terhadap harta bersama dalam suaty perkawinan apabila diantara suami istri terjadi
sengheta perceratan. Seiama pemeriksaan verkara perceratan berdangsung para prhak
perhak mengajukar permohonan sila atas kekavaan  mereka vang diperoich dalam

uatl persawinan. Apalagr itka selama proses pemeriksaan perkara telah tenadi

pemisaban tempat tinggal atas swzin hakim.  maka semakin besar kemungiiman

-rancam heutuhan dan pemeltharaan harta perkawinan suami sten tersebut Mizal -
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PENUTLP

Seteleh penihis hemukakan lemang  pioses proses penyitaan atas hariy
perkawinan (maritale besiag) pada Peradilan Agama khususnya di Penpadilan Agama
Batusangkar pada perkara No.372:0/1990/PA BSK pada bab-bab sebelumnva, maka
penuiis merumnuskan kestmpulan dan aran wrsebut dan hsertar beberapa saran Wiy
hiranva dapat dijadikan sebagar buhan pertimbangan dalam pelaksanaan sia i

peradilan agama

A RESIMPULAN
I Prosedur atau pelaksanaan penvilaan aas harta perkawimnan (marite beslag) pada

Pengadilan Agama,

Pelaksanaan st mariaal i di Fengadilan ugama pada dasarnva sama dengan
pelaksanaan sita maritaal di Pengadilan Negeri tetapi vang membedakanva sitn
mantaal dilakukan terhadap harts bersama SUAMI maupun  harta isten vany
dimintakan  siiw olen perachon sia Adapun prosedural atau pelaksanaan
penyvitaan harta perkawinan i pengadilan: Agama dapat disimputkan sehagai
beriku
o Cara mengaiukan permehonan sita
b Waktu mengajukan sita
¢ Urzian dalam surar permobonan sita - hal-hal vang dimuat dalam surar

permohonan sita)
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